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Abstrak
Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan hukum (politik hukum) berperan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, terutama menyangkut peran dan kewenangan pengadilan agama dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perbankan syariah dan akad-akad ekonomi syariah lainnya. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menemukan bahwa perubahan dan dinamika dalam kebijakan hukum turut memengaruhi peraturan serta praktik penyelesaian sengketa tersebut. Salah satu contoh penting adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang memperkuat peran pengadilan agama dalam ranah ini. Namun, masih terdapat perdebatan mengenai pilihan lembaga penyelesaian sengketa dan ketidakpastian hukum yang menyebabkan sebagian masyarakat ragu terhadap sistem keuangan syariah. Secara keseluruhan, studi ini menegaskan bahwa arah kebijakan hukum sangat menentukan dalam menciptakan landasan hukum yang mendukung perkembangan ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia.
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Abstract
This study explores the role of legal politics in resolving Islamic economic disputes in Indonesia, particularly focusing on the authority of the religious courts in handling cases related to Islamic banking and other Islamic economic contracts. Using a normative juridical approach, the study finds that shifts and developments in legal policy significantly influence regulations and dispute resolution practices. One notable example is the Constitutional Court Decision No. 93/PUU-X/2012, which strengthened the jurisdiction of religious courts in these matters. However, ongoing debates regarding forum selection and legal uncertainty have affected public confidence in Islamic financial institutions. Overall, the study emphasizes that legal politics plays a vital role in shaping a legal framework that supports the development of Islamic economics and the Islamic banking system in Indonesia.
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1. PENDAHULUAN

Pada tahun 1998, pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang di dalamnya sudah memuat tentang operasi perbankan berdasarkan prinsip syariah. Setahun kemudian pemerintah mengundangkan Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI) yang dalam Pasal 10, menyatakan bahwa BI dapat menerapkan policy keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hadirnya dua undang-undang tersebut semakin memperkokoh landasan yuridis eksistensi bank syariah di Indonesia.

Selain mengatur bank syariah, kedua undang-undang tersebut juga menjadi landasan hukum bagi perbankan nasional untuk mulai melaksanakan dual banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan syariah yang berjalan secara berdampingan, di mana bank konvensional yang telah ada dibolehkan membuka Syariah windows. Sejak itu didirikan berbagai Unit Usaha Syariah (UUS) di bank konvensional seperti Bank IFI cabang usaha Syariah (1999), Bank Jabar cabang usaha Syariah (2000), Bank BNI 46 Syariah (2000), Bank Bukopin cabang Usaha Syariah (2001), BRI Syariah (2001), Bank Danamon Syariah (2002), BII Syariah (2003) dan lain-lain. Di samping itu berdiri pula Bank Umum Syariah (BUS) seperti Bank Syariah Mandiri (BSM) yang sepenuhnya beroperasi secara Syariah (1999) dan Bank Syariah Mega Indonesia (2004). Hingga Januari 2011, telah menjadi 11 BUS, 23 UUS, 151 BPRS dengan aset mencapai 95 Trilyun plus 745 M (per Januari 2011).(Nevi et al., 2012)

Saat ini, pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan sukuk negara sebagai salah satu instrumen pembiayaan pemerintah, yaitu sukuk global, korporasi, dan sukuk ritel. Sukuk negara perdana yang dikeluarkan pemerintah Indonesia diterbitkan dengan tingkat imbalan tetap sebesar 8,8 persen dengan tenor 5 (lima) tahun, sedangkan yang sukuk ritel bertenor 3 tahun dengan imbalan tetap sebesar 12 persen. Faktor utama yang mendasari penerbitan sukuk negara ini, yaitu sebagai instrumen diversifikasi pembiayaan defisit anggaran pemerintah dan percepatan akselerasi ekonomi syariah di Indonesia. 

Dalam hal lembaga bisnis syariah, perkembangannya di Indonesia juga sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai perusahaan pembiayaan yang menawarkan jasa keuangan syariah seperti FIF Syariah, al-Ijarah Indonesia Finance, dan lain-lain. Muncul juga bisnis sektor riil baik barang maupun jasa yang menerapkan prinsip Syariah seperti Sofyan Hotel, Ahad-Net internasional, dan lain-lain. Di samping itu, dalam sektor keuangan publik Islam juga telah berkembang lembaga-lembaga yang bonafid dan dibentuk pemerintah seperti BWI (Badan Wakaf Indonesia) dan BAZNAS (Badan Amil Zakat nasional) dan derivasinya sebagai pengejawantahan regulasi yang diundangkan pemerintah.

Perkembangan dan pertumbuhan praktik ekonomi Islam di Indonesia bergerak sangat signifikan. Hal ini di samping karena meningkatnya kesadaran masyarakat akan pengamalan agama secara kaffah dalam bidang ekonomi, juga disebabkan karena telah adanya dukungan pemerintah yang diwujudkan dalam berbagai regulasi dan political will yang semakin nyata mendukung pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Banyak faktor yang menentukan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Menurut Rifki Ismal, beberapa faktor pendukung perkembangan bank syariah di Indonesia. Pertama, jumlah populasi umat Islam yang besar. Kedua, dukungan dari perbankan, pemerintah dan sarjana syariah. Ketiga, kinerja yang baik dari bank syariah dalam dua dekade terakhir telah menarik simpati masyarakat. Keempat, perbankan syariah sebagai pilihan dalam kerja ekonomi Indonesia. (Mukhlishin & Suhendri, n.d.)

Arah perkembangan ekonomi syariah saat ini menuju ke titik positif. Terutama arah (constituendum) dan kebijakan (policy,beleid) menyangkut hukum ekonomi syariah. Perkembangan tersebut tentunya sangat menggembirakan bagi industri ekonomi syariah. Namun perkembangan ini tidak akan berjalan signifikan jika tidak mempunyai dasar dan kebijakan yang mendukung, sehingga target pertumbuhan ekonomi syariah sulit tercapai.

Penegasan hubungan politik dan hukum ini perlu dilakukan agar dapat dipahami di bagian mana saja politik dapat berjalin dengan hukum dan di bagian mana saja politik memang harus berpisah dari hukum. Tidak adanya penegasan hubungan politik dan hukum berpretensi melahirkan pemahaman yang menempatkan hukum dalam posisi yang tidak suprematif. Kecenderungan itu ditangkap oleh Mahfud MD, ketika menghadapi pertanyaanpertanyaan yang diajukan oleh mahasiswa hukum seputar ketidakberdayaan hukum di hadapan politik.(Destika Putri & Purwanti, 2018)

Berdasarkan kondisi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang berkembang begitu pesat serta arah kebijakan politik hukum Indonesia terhadap ekonomi bisnis islam menjadi hal yang sangat menarik, terlebih apabila terjadi sengketa pada akad-akad ekonomi syariah, sehingga oleh politik hukum tersebut akan mempengaruhi lembaga yang berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Terlebih sempat terjadinya pilihan hukum (choice of forum) dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia setelah keluarnya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah hal tersebut memberikan ketidak pastian hukum pada masyarakat apabila terjadi sengketa dalam akad syariah tersebut, sehingga Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 menjadi sebuah penegasan bahwa ekonomi syariah menjadi kewenangan pengadilan agama. (Kencanawati, 2017)

Berdasarkan hal tersebut menarik untuk dibahas perihal politik hukum kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia. Hasil penelusuran penulis terdapat beberapa tulisan yang membahas perihal topik tersebut diantaranya Erny Kencanawati yang membahs tentang “Politik Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Hukum Nasional Indonesia”, selain itu tulisan Nevi Hasnita yang membahas “Politik Hukum Ekonomi Syari’ah Di Indonesia”. Dari tulisan tersebut bahwa dalam pembahasan yang akan penulis bahas memiliki kebaruan perihal politik hukum kewenangan penyelesaian sengketa, sehingga berbeda dengan penulis sebelumnya.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, data dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melalui beberapa tahapan, seperti pengumpulan, identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan serta putusan hukum yang berkaitan dengan kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Sumber data utama berasal dari undang-undang, putusan Mahkamah Konstitusi, dan peraturan Mahkamah Agung yang dikaji secara mendalam untuk mengetahui sejauh mana kebijakan politik hukum memengaruhi kejelasan dan efektivitas aturan tersebut. Selain itu, analisis dilakukan secara kritis terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan pandangan masyarakat terhadap peran lembaga keagamaan serta lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa syariah.
Untuk memperkuat analisis, metode kualitatif seperti wawancara mendalam dengan praktisi hukum, hakim, maupun pihak dari Dewan Syariah Nasional dan Basyarnas bisa memberikan perspektif langsung terkait pengalaman dan pendapat mereka mengenai dinamika politik hukum dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di samping itu, penerapan studi kasus pada beberapa sengketa ekonomi syariah baik yang ditangani di pengadilan maupun melalui mekanisme alternatif dapat memberikan pemahaman yang lebih kontekstual mengenai faktor-faktor yang memengaruhi jalannya proses hukum serta persepsi masyarakat terhadap sistem penyelesaian yang tersedia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkaya hasil penelitian dan memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai pengaruh politik hukum dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Politik Hukum
Politik hukum dalam terjemahan bahasa Belanda “reht politik” yang memiliki arti kebijakan (policy) sehingga dapat diartikan sebagai kebijakan hukum. Klan menjelaskan kebijakan adalah hasil dari suatu tindakan melalui proses secara teratur dan sistematis, dengan memakai alat yang cocok, dengan tujuan sebagai tujuan politik yang dilaksanakan langkah demi langkah. (Triningsih, 2016)

Politik hukum diartikan sebagai suatu kebijakan untuk melaksanakan tujuan negara khususnya dalam bidang hukum pada hukum yang akan berjalan, sedang berjalan dan telah berlaku yang dimbil melalui nilai-nilai dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara sebagaimana terdapat dalam UUD NRI 1945 alinea ke-4, yang memberi ketegasan dalam citacita yang harus dicapai oleh bangsa Indonesia melalui organisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. dalam rangka mewujudkan tujuan negara maka seyogyanya harus terlaksana pembangunan hukum nasional, maka dengan terwujudnya pembangunan hukum nasional menjadi suatu langkah mudah untuk bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan negara. (Alamudi & Hasan A, 2021)

Politik dalam hal ini memberi atmosfer begitu besar terhadap hukum sehingga sering kali untuk mencapai cita-cita hukum banyak terjadi hambatan. Hukum diselimuti oleh politik dan kedudukan hukum menjadi lemah apabila disandingkan dengan sistem politik yang ada. Politik hukum sederhana dirumuskan sebagai dasar kebijakan yang akan dilaksanakan dalam lingkup nasional oleh pemerintah. Asumsi dasar tentang pernyataan bahwa hukum adalah produk politik maka menjadi jawaban itu seyogyanya adalah hukum dinilai sebagai variabel yang terpengaruh, sedangkan politik dinilai sebagai variabel yang berpengaruh.

Politik hukum dalam nasional bahwa sejatinya untuk mewujudkan citacita ideal negara Republik Indonesia memiliki aspek berikut, diantaranya; sebagai suatu alat yang dipakai oleh pemerintah dalam sarana mencapai suatu sistem hukum yang dikehendaki, hukum nasional akan diwujudkan melalui cita-cita bangsa Indonesia yang besar. Dalam konteks ini tentu yang digunakan sebagai pijakan dalam mewujudkan hukum nasional adalah peraturan perundang-undang yang berdasarkan pada sistem ideologi dan konstitusi negara, yaitu Pancasila dan UUD NRI 1945. Perlu ditandai dalam hal ini hukum nasional tidak bisa terlepas begitu saja dalam kontek sejarah, diketahui dalam konteks sejarah ini bangsa Indonesia pada mulanya masih belum memiliki hukum sehingga hukum yang ada saat awal dulu merupakan hasil adopsi dari hukum kolonial Belanda, kemudian atasa dasar pertimbangan politik bangsa hukum tersebut dinasionalisasi seperti pergantingan dalam kitab undang-undang. Dalam pendekatan yang dilakukan tersebut bermaksud untuk mengisi serta menghindarkan dari terjadinya kekosongan hukum.

Terkait uraian diatas tentang kajian politik hukum bagiamana dipahami bahwa politik mempengaruhi hukum dalamhal menilik persoalan konfigurasi kekuatan yang ada dibelakang pembuatan dan penegakkan hukum. Dan dalam hal ini menjadi pertimbangan baik buruknya hukum serta cocok tidaknya pemberlakuan hukum dalam sosial kemasyarakatan, menyebut hal itu mayorritas para ahli memberi argumentasi bahwa politik hukum ini istilahnya suatu proses interkasi antar para elit politik sebagai pemangku kebijakan. Dalam satu misalkan mayoritas para elit politik ini didominasi oleh para tokoh Islam maka bisa saja asumsi itu muncul kekuatan Islam mempunyai daya tawar yang tinggi dalam interaksi politik, sehingga pengembangan hukum Islam pun memiliki peluang yang begitu besar. (Alif Bawazier & Zainuddin, 2022)

Dari berbagai ragam definisi itu tadi seyogyanya politik memberikan dua isyarat utama yang berlayar secara dialektis, yaitu sebagai legal policy dan sebagai motor untuk memberi nilai serta kritisisasi atau alat pengendali. Dalam diskursus yang m,enjadi sebuah problematika apakah hukum yang dibuat sudah sesuai dengan pola pikir legal policy, sebagai legal policy tentu hukum memiliki standarisasi dalam menentukan arah tujuan negara yang ingin dicapai, dari sekian banyak produk hukum bisa diamati baik dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian diskursus tentang politik hukum dikatakan sebagai alat pengendali memiliki interpretasi dalam taraf penerapan suatu produk hukum, agar tujuan berjalannya kebijakan hukum terjalankan sebagaimana fungsinya.[footnoteRef:1] [1: ] 


3.2. Penyebab Sengketa Ekonomi Syariah

Terjadinya suatu sengketa ekonomi syariah disebabkan oleh dua pihak, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan akad atau perjanjian dengan prinsip syariah yang salah satu pihak melakukan wanprestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan pihak yang lainnya merasa dirugikan. Apabila seseorang atau badan hukum telah melakukan akad syariah dengan pihak lain, maka antara pihak tersebut telah terjalinnya perikatan. Oleh karena itu menurut hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tersebut akan mengikat sebagai undang-undang bari mereka yang membuatnya.(Aziz et al., 2022)

Pada umumnya sengketa yang muncul dikarenakan ada penipuan atau ingkar janji oleh salah satu pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang diperjanjikan atau yang telah disepakati untuk dilakukan, pihak-pihak atau salah satu pihak sudah melakukan apa yang telah disepakati namun tidak sama persis sebagaimana yang telah diperjanjikan, pihak-pihak atau salah satu pihak melakukan telah melakukan apa yang telah diperjanjikan akan tetapi terlambat dalam melakukannya padahal menurut perjanjian tidak boleh dilakukan sehingga hal tersebut mengakibatkan sengketa.(Renata Christha Auli, 2023)

Faktor penyebab yang lazim terjadi dalam sengketa ekonomi syariat yaitu :
a. Proses terbentuknya akad ada sebuah ketidak sepahaman dalam proses binsi karena hanya berorientasi keuntungan. 
b. Akad sulit dilaksanakan karena :
1) Para pihak kurang cermat atau kurang hati-hati ketika melakukan perundingan terdahulu.
2) Tidak memiliki keahlian dalam mengkontruksikan norma-norma akad yang pasti adil dan efisien.
3) Kurang mampu mencermati resiko yang potensial akan terjadi atau secara sadar membiarkan potensi itu terjadi.
4) Tidak jujur dan tidak amanah.
	
Dari jenis sengketa ekonomi syariah dapat diklasifikasian menjadi empat diantaranya :
1) Sengketa di bidang ekonomi syariat antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariat dengan nasabahnya.
2) Sengketa ekonomi syariat  antara lembaga keuangan dengan lembaga pembiayaan. 
3) Sengketa ekonomi syariah antara orang yang beragama islam yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
4) Sengketa ekonomi syariat bisa dalam bentuk permohonan pailit (PPP) dan juga bisa penundaan kewajiban pembayaran hutang (PKPU) dibidang ekonomi syariat disamping itu juga perkara derivatif kepailitan (perkara yang tidak murni sebagai perkara kepailitan).(Wahidah Z, 2020)
	
Kebanyakan dari sebab terjadi sengketa ekonomi syariah adalah karena tidak adanya keserasian, antara pribadi-pribadi atau kelompok yang mengadakan hubungan yang disebabkan ada pihak yang terganggu atau terlanggar. Timbulnya sengketa berawal dari salah satu pihak yang meraa dirugikan oleh pihak lain.

Ekonomi syariah sudah menjadi intrumen penting dan berkembang pesat dalam sistem perekonomian umat manusia. Aktivitas ekonomi syariah telah melibatkan banyak orang sebagai pelakunya, setiap manusia memiliki naluri untuk beraktivitas dan hidup dengan orang lain. interaksi sosial tersebut meliputi kerjasama (cooperation), persaingan (competition), bahkan berbentuk pertikaian atau pertengkaran (conflict). Yang dapat menimbulkan sengketa. Selain itu aktivitas ekonomi syariah tidak selalu sesuai akad, sehingga hal tersebut dapat menimbulkan sebuah sengketa. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah diselesaikan berdasarkan hukum syariahdan KUH Perdata.(Kazak & Çeker, 2022)

3.3. Tujuan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Tujuan diadakannya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yaitu agar setiap permasalahan yang muncul dalam kegiatan ekonomi syariah dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat sebagaimana mestinya, sehingga tidak menimbulkan sengketa yang berujung kepada ketidak adilan, dalam islam tidak boleh perselisihan yang larut dan berkepanjangan karena dapat menimbulkan sengketa yang tajam dan rumit. (Tehedi, 2022)

Demi terwujudnya penegakan hukum yang berkeadilan maka diperlukan lembaga penegakan hukum yang memadai. Dalam hal penegakan hukum di Indonesia pengadilan agama merupakan salah satu lembaga penegakan hukum atau badan peradilan yang melaksanakan tugasnya diberikan oleh undang-undang yang dikhususkan bagi orang yang beragama islam yang menundukan diri pada hukum islam secara sukarela.

3.4. Jenis Penyelesaian Sengeketa Ekonomi Syariah
Penyelesaian sengketa ekonomi syariah dikelompokkan menjadi (2) dua tahapan, yaitu penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi dan penyelesaian sengketa ekonomi syariah non-litigasi. Dengan demikian tujuan untuk mewujudkan keadilan dalam kontrak akan dapat dipahami dan di laksanakan oleh para pihak, baik pihak debitor dan kreditur maupun pihak-pihak lain yang berkepetingan dalam kontrak. Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan proses formal yang berlangsung di pengadilan, di mana pihak-pihak yang bersengketa menyerahkan perkaranya kepada hakim untuk mendapatkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Prosedur ini mengikuti aturan hukum yang baku, termasuk menghadirkan bukti dan saksi di hadapan majelis hakim. Namun, proses litigasi sering kali memerlukan waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Salah satu contoh nyata dalam konteks ekonomi syariah adalah sengketa antara nasabah dan bank syariah terkait kredit yang dianggap bermasalah atau tidak sesuai prinsip syariah, dan akhirnya diselesaikan melalui jalur pengadilan agama.(Masse & Rusli, 2018)

Sementara itu, penyelesaian secara non-litigasi menawarkan metode yang lebih fleksibel dan tidak mengikat secara hukum kecuali disepakati bersama, melalui mekanisme seperti mediasi, arbitrase, atau konsiliasi. Dalam metode ini, para pihak dapat berdiskusi secara langsung atau dibantu oleh pihak ketiga seperti mediator guna mencapai kesepakatan tanpa harus menempuh proses peradilan yang panjang. Misalnya, ketika terjadi perselisihan antara pelaku usaha dan lembaga keuangan syariah mengenai akad pembiayaan, mereka dapat memilih jalur mediasi untuk menyelesaikan konflik secara damai dan menjaga hubungan baik. Metode ini dinilai lebih hemat waktu dan biaya, serta dapat mempertahankan hubungan sosial maupun profesional secara harmonis.

3.5. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan/Non-Litigasi
Pada umumnya, komunikasi merupakan hal penting dalam penyelesaian sengketa. Komunikasi secara langsung antara para pihak akan lebih produktif menyelesaikan sengketa, sehingga dapat menghindari kekerasan dan merendahkan biaya. Pihak ketiga merupakan bagian integral dalam intervensi membangun damai dengan memfasilitasi komunikasi, menghindari tensi, dan membantu memperbaiki hubungan silaturahmi. Islam mendorong intervensi aktif, khususnya diantara sesama muslim.

Dalam ilmu hukum, istilah non litigasi154 populer dengan beberapa istilah seperti APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) atau dikenal juga dengan ADR (Alternative Dispute Resolution). ADR di luar dan di dalam pengadilan dianggap masuk dalam kelompok paradigma non-litigasi, karena keduanya menggunakan pendekatan konsensus atau win-win solution. Dalam kepustakaan terdapat dua pandangan konseptual tentang ADR. Pandangan pertama, sebagian besar sarjana antara lain W.E. Simkin, Lawrence Susskind, Denise Madigan, Stephen B. Goldberg, Eric D. Green dan Frank E.A. Sander, mengartikan ADR mencakup berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain proses peradilan, baik yang mendasarkan pendekatan konsensus (negosiasi, konsiliasi, dan mediasi) maupun yang tidak berdasarkan pendekatan konsensus (arbitrasi). Istilah alternatif lebih ditekankan pada pengertian penyelesaian selain pengadilan. Jadi di sini ditekankan bahwa ADR adalah sebuah konsep yang merangkum berbagai bentuk penyelesaian sengketa selain proses peradilan melalui cara-cara yang sah menurut hukum, baik berdasarkan pendekatan konsensual ataupun berdasarkan pendekatan adversial Pendapat kedua, berpendapat bahwa ADR hanya mencakup bentuk-bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan pendekatan konsensual.(Okeya, 2020)

Perkembangan lembaga keuangan syariah yang begitu pesat berbanding lurus dengan besarnya perselisihan yang timbul antara lembaga keuangan syariah dan nasabah serta pihak-pihak terkait lainnya. Dasar hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Gugatan Sederhana
6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi
7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
8) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang Mediasi Perbankan
9) Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad
10) Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

Jenis-jenis dan bentuk penyelesaian nonlitigasi pada mulanya hanya terbatas pada ruang lingkup APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) atau juga yang dikenal dengan ADR, serta arbitrase dan APS yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Selanjutnya diatur juga beberapa penyelesaian sengketa nonlitigasi dalam Pasal 47 ayat (2) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dapat dilakukan dengan mekanisme konsiliasi, mediasi, atau  arbitrase yang kemudian hasilnya dapat dituangkan dalam sebuah kesepakatan.

3.6. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi
Menurut munir fuadi penyelesaian sengketa secara konvensional dilakukan melalui suatu badan peradilan yang sudah dilakukan sejak ratusan bahkan ribuan tahun yang lalu, akan tetapi lama kelamaan badan peradilan ini sulit ditembus oleh para pencari keadilan (justiabelen), khususnya jika pencari keadilan tersebut merupakan pelaku bisnis sehingga mereka mulai memikirkan alternatif lain dalam penyelesaian sengketa. Pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara litigasi bisa dilakukan dengan cara yaitu dengan menggunakan acara sederhana dan gugatan biasa hal ini seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.

3.7. Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia 
Dalam konteks Indonesia, politik ekonomi Islam pemerintah RI diejawantahkan dalam bentuk “intervensi” pemerintah dalam berbagai bentuknya (termasuk meregulasi, masuk ke industri, menginisiasi suatu gerakan, dan lainlain). Intervensi ini bermakna positif karena bukan kooptasi terhadap ekonomi Islam tetapi justru mendorong perkembangan ekonomi Islam. Secara politik ekonomi Islam, ada beberapa rasional yang mengharuskan pemerintah RI melakukan intervensi terhadap pengembangan ekonomi Islam, yaitu: (1) Industri keuangan syariah memiliki dampak yang positif bagi stabilitas perekonomian makro Indonesia, (2) Industri keuangan syariah memiliki ketahanan/ resistensi yang cukup tinggi terhadap goncangan krisis keuangan, (3) Diperlukannya peran aktif pemerintah sebagai regulator dan supervisor sehingga tercipta efisiensi, transparansi dan berkeadilan, (4) Ekonomi Islam dapat berperan sebagai penyelamat bila terjadi ketidakpastian usaha/ perekonomian (5) Dalam teori maupun realitasnya, industri keuangan syariah membutuhkan infrastruktur yang mendukung perkembangannya.(Sudiarti, 2016)

Politik hukum (legal policy) merupakan tujuan dan alasan di balik dibentuknya peraturan perundangan. Politik hukum merupakan sesuatu hal yang penting dalam memahami mengapa diperlukan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan dan menentukan apa yang hendak diterjemahkan ke dalam kalimat hukum dan menjadi perumusan dalam pasal-pasal. Politik hukum nasional meliputi dua hal. Pertama, pembangunan hukum yang berisikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan. Kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi-fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum.(Ramadhan, 2016)

Politik hukum nasional mencakup proses pembuatan hukum dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan. Politik hukum merupakan arah resmi yang dijadikan pijakan dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Politik hukum menjadikan suatu hukum menjadi bagian dari proses pencapaian tujuan negara lewat jalur formil kenegaraan.[footnoteRef:2] Perihal politik hukum dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, terdapat beberapa kebijakan (political will) yang menunjang ekosistem ekonomi syariah di Indonesia diantaranya :  [2: ] 


3.8. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah menandai era baru perbankan syariah yang sudah memiliki payung hukum jelas. Dengan Undang-Undang Perbankan Syariah ini makin memperkuat landasan hukum perbankan Syariah sehingga dapat setara dengan bank konvensional. Selain itu, payung hukum ini makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan juga dapat makin memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan (poverty alleviation), kesejahteraan masyarakat, dan pembukaan lapangan kerja serta pembangunan nasional.

3.9. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004, ditambah Kepmen Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Itu semua menunjukkan politik ekonomi Islam yang diperankan pemerintah RI dalam ranah keuangan publik Islam telah menunjukkan keberpihakannya pada penerapan keuangan publik Islam secara legal formal.

3.10. Undang Nomor 38 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat
Undang-undang zakat menunjukkan politik ekonomi Islam dalam ranah keuangan publik pemerintah RI cukup akomodatif terhadap kebutuhan umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-3. Saat ini potensi zakat yang dapat dikumpulkan secara nasional mencapai 39 triliun Rupiah per tahun. Padahal dari potensi yang sebegitu besar itu, baru 1 triliun-an yang dapat dihimpun. Oleh karena itu, undang-undang zakat adalah kebutuhan umat Islam.

3.11. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
Undang-Undang ini memberikan kewenangan atau kompetensi Peradilan Agama untuk menangani, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah

3.12. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
Perma ini dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai respon terhadap perkembangan baru dalam kajian dan praktek ekonomi Islam di Indonesia. Kehadiran KHES merupakan bagian upaya positifisasi hukum perdata Islam dalam sistem hukum nasional, mengingat praktek ekonomi syari‟ah sudah semakin semarak melalui LKS-LKS. Kompilasi tersebut dapat dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syari‟ah yang semakin hari semakin bertambah.

3.13. Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang tata Cera Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah.
Pada dasarnya hukum acara yang mengatur penyelesaian sengketa ekonomi syariah belumlah terdapat yang spesifik mengatur secara khusus. Sehingga hal ini membuat Mahkamah Agung mengeluarkan Perma tersebut sebagai bahan acuan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama. Termasuk di dalamnya bahwa dalam penyelesaian sengketanya ekonomi syariah dapat dilakukan dengan tata cara gugatan sederhana sesuai dengan Perma 2 Tahun 2015 yang dirubah oleh Perma 4 Tahun 2019. 

Dari kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pernah terdapat pilihan forum dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang tertuang dalam Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dapat memilih antara Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama , padahal sebelumnya Undang-Undang No, 3 Tahun 2006 sudah memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memutus perkara ekonomi syariah. 

Tarik menarik kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini dapat terjadi karena adanya pergulatan politik hukum seputar lembaga yang lebih berwenang dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Terlebih masyarakat yang melakukan akad di bank syariah tidak hanya orang muslim saja namun non muslim juga bisa melakukan akad di bank syariah . Politik hukum yang terjadi pada penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi tidak kondusif karena membingungkan masyarakat.

Dalam perspektif politik hukum, kewenangan penyelesaian sengketa perbankan syariah (ekonomi syariah), tentu tidak dapat dipisahkan dari unsur filosofis, politis dan sosiologis. Walaupun pengaturan UU Perbankan Syariah telah ditetapkan, namun tidak dapat dipisahkan dari prinsipnya untuk menjaga dan mengatur kepentingan umat Islam. Bahkan Abdul Manan berpandangan, dalam perspektif politik hukum penentuan wewenang Pengadilan Agama dalam sengketa ekonomi syariah, masih berkaitan dengan kuatnya teorireceptie Snouck Hurgronje, dimana hukum Islam masih dianggap lebih rendah dibandingkan hukum lainnya. Sedangkan Pengadilan Agama masih dianggap sebagai peradilan semu, karena pengaruh citra inferior yang masih sulit dihilangkan, serta ditambah lagi belum kuatnya regulasi tentang ekonomi syariah, menambah kecurigaan masyarakat pada operasional lembaga keuangan syariah.(Indra Tektona, 2023)

Opsi penyelesaian salah satu sengketa ekonomi syariah khususnya berupa sengketa perbankan syariah yang sebelumnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 55 ayat (2) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bisa memilih opsi melalui Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase telah dihapuskan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor: 93/PUU-X/2012 tertanggal 29 Agustus 2013. Akan tetapi, untuk sengketa ekonomi syariah lainnya masih berlaku choice of forum.

Putusan Mahkamah Konstitusi No.93/PUU-X/2012 hanya mengabulkan sebagian tuntutannya dengan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UndangUndang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan dinyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi logisnya yaitu: Pertama, seluruh sengketa perbankan syari’ah (dalam jalur litigasi) harus diselesaikan di Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang a quo, yang berbunyi, “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama” . Kedua, forum penyelesaian sengketa secara non-litigasi tidak lagi terbatas hanya yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Perbankan Syariah, tetapi ada forum penyelesaian non-litigasi lainnya yang juga dapat dipergunakan sepanjang disepakati oleh para pihak seperti konsultasi, negosiasi (perundingan), konsiliasi, mediasi non perbankan, pendapat atau penilaian ahli, dan sebagainya. Secara khusus kewenangan pengadilan negeri dalam mengadili sengketa perbankan syariah tidak dapat dipergunakan lagi. Namun untuk BASYARNAS masih dapat dipergunakan sepanjang disepakati oleh para pihak. Ketiga, Peradilan Agama sebenarnya sudah sangat siap dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, hal ini dibuktikan dengan kesiapan hukum dan peraturan yang telah mendukung peradilan agama. 

3.14. Tendesi Politik Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Berdasarkan tendensius politik hukum terhadap kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, tentunya dapat kita lihat dari tiga aspek yaitu aspek substansi hukum, aspek kelembagaan dan sumber daya manusia. Hal tersebut diurai oleh penulis dalam tabel berikut : 
Tabel 1
Aspek Politik Hukum Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

	No
	Aspek
	Penjelasan

	1
	Aspek Substansi
	· Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
· Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
· Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
· Peraturan Mahkamah Agung No. 14 Tahun 2016 tentang tata Cera Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
· Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

	2
	Aspek Kelembagaan 
	· Pengadilan Agama sebagai lembaga litigasi satu-satunya yang diberikan kewenangan menangani sengketa ekonomi syariah
· BASYARNAS lembaga yang dapat dijadikan pilihan dalam menyelesaikan secara non litigasi

	3
	Aspek Sumber Daya Manusia 
	Melalui Perma No. 5 tahun 2016 Mahkamah Agung mengharuskan hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah harus sudah mendapatkan pelatihan dan sertidikasi hakim ekonomi syariah.


Sumber : diolah dari berbagai sumber

Seiring berjalannya waktu instrumen hukum terkait dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia sudah mulai membaik meskipun secara hukum acara tidak diatur secara khusus namun Mahkamah Agung selalu mengisi kekosongan hukum yang ada baik melalui Peraturan Mahkamah Agung ataupun melalui Surat Edaran Mahkamah Agung, selain itu yurisprudensi yang dihasilkan oleh hakim agung kamar agama menajdi salah satu sumber hukum dalam proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah. 

Secara kelembagaan Pengadilan Agama sudah secara absolut menjadi lembaga peradilan yang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, sehingga sudah tidak terdapat pilihan forum apakah pengadilan negeri atau pengadilan agama. Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 telah menyatakan semua penjelasan Pasal 55 ayat (2) UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, Pasal 55 ayat (2) yang merupakan pasal induk dan tetap berlaku serta memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim bahwa penjelasan Pasal 55 ayat (2) yang membuka choice of forum dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah akan mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan menyebabkan kekacauan hukum. 

Konsekuensi konstitusional dari putusan ini adalah sejak adanya putusan tersebut, maka lembaga di lingkungan Peradilan Agama menjadi satu-satunya lembaga peradilan yang berwenang mengadili perkara sengketa perbankan syariah. Dengan demikian tidak ada lagi dualisme kewenangan lembaga peradilan antara Peradilan Agama dan Peradilan Negeri dalam memutus perkara ekonomi syariah yang dipandang dapat menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih kewenangan antara dua lembaga peradilan di atas.

Hadirnya Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Badan Arbitrase Syariah (Basyarnas) adalah lompatan maju dalam politik hukum nasional. Kedua lembaga tersebut berada di bawah MUI. Dalam struktur ketatanegaraan, MUI bukanlah bagian dari organ kekuasaan resmi negara. MUI lebih tepat disebut sebagai badan hukum biasa. Ia sejajar dengan berbagai organisasi keagamaan lainnya.

Kehadiran DSN dan Basyarnas dalam struktur hukum nasional seiring dengan diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kehadiran UU tersebut menuntut hadirnya institusi penetapan legislasi dan pengawas fatwa di bidang ekonomi syariah yang dilakukan oleh DSN, serta institusi penyelesaian sengketa di luar peradilan (alterbative dispute resolution) Kelembagaan Basayrnas dimaksudkan sebagai cara penyelesaian sengketa alternatif selain ke Peradilan Agama.

Untuk menunjang penyelesaian sengketa yang memenuhi rasa keadilan dan sesuai prinsip syariah Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung No. 5 tahun 2016 mengharuskan hakim yang menangani sengketa ekonomi syariah harus yang sudah bersertifikasi, sehingga tidak sembarangan hakim yang menangani perkara tersebut. Terlebih saat ini ekonomi syariah bukan lagi sebagai pilihan, akan tetapi sudah menjadi suatu kebutuhan masyarakat dan dianggap mampu sebagai solusi dari ekonomi kapitalis, terlebih Indonesia sebagai negara dengan mayoritas beragama islam, maka ekonomi syariah berkembang begitu pesat. Berkaca dari uraian tersebut Politik hukum nasional menempatkan keberpihakan yang kuat pada legislasi hukum Islam, baik pada aspek kelembagaan, maupun substansi pengaturannya. kebijakan politik hukum berupa ekonomi yang berprinsipkan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam.

4. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia merupakan suatu hal patut diapresiasi, namun perkembangan tersebut harus dapat diimbangi dengan subtansi dan lembaga penyelesaian sengketa yang memadai demi menjamin keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum di masyarakat. secara politik pemberian kewenangan penyelesaian sengeketa ekonomi syariah secara litigasi adalah melalui Pengadilan Agama hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, namun sempat terjadi tumpang tindih karena ada pilihan forum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui Pengadilan Negeri ketika diterbitkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, opsi pilihan forum tersebut ahirnya dapat diahiri dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012. Sehingga secara politik hukum negara memberikan kewenangan tersebut baik secara substansi ataupun kelembagaan kepada Pengadilan Agama ditunjang oleh aspke sumber daya manusia yang memeriksa perkara tersebut yang harus sudah tersertifikasi atau sudah mengikuti pelatihan hakim ekonomi syariah sesuai Perma No. 5 Tahun 2016.
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